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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PéRENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

( BAPPELITBANGDA )
JI. Urip Sumoharjo Km. 5 Telp. 453 486
MAKASSAR

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/0:’.1 /BAPPELITBANGDA

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

bahwa dalam rangka kelancaran dan efisiensi hasil
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan
pekerjaan untuk keperluan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu
ditetapkan Penerima Barang/Jasa Pemerintah Unit Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2025;

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum namanya
dalam keputusan ini dianggap cakap, mampu dan
sanggup untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam
huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan
Penerima Barang/Jasa Pemerintah pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2025.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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Pembeglt‘ukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara .Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286};

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor127 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 281);
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12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 34);

14. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:
900/94/1/BKAD tanggal 2 Januari 2025 tentang
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2025,

MEMUTUSKAN:

: Menugaskan saudara : MUHAMMAD IBNU AZNAWIR AZIS,

NIP. ’ J26, Pangkat: Penata Muda Tk. I,
sebagai Penerima Barang/Jasa Pemerintah pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

: Tugas Penerima Barang/Jasa Pemerintah pada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Melaksanakan Penelitian dan/atau pemeriksaan atas
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa lingkup
Bappelitbangda Prov. Sulsel;

2. Meneliti/Memeriksa jumlah, spesifikasi, dan jenis
barang/jasa;

3. Menyaksikan penerimaan barang/jasa;

4. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
Pemerintah dan Hasil Penerimaan dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh
Penerima Barang/Jasa Pemerintah.

: Kewenangan Penerima Barang/Jasa unit Bappelitbangda Prov.

Sulsel yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan dan penerimaan untuk pengadaan
barang/jasa sesuai ketentuan dalam kontrak;

2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalu
pemeriksaan dan pengujian;

3. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa
kepada pihak yang berwenang;

4. Jangka waktu tugas Penerimma Barang/Jasa Pemerintah
dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bappelitbangda Prov.
Sulsel melalui Sekretaris Bappelitbangda Prov. Sulsel.
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: Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan

keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 2 Januari 2025
an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN.
]
SETIAWAN ASWAD
Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel;
2. Inspektur Daerah Prov. Sulsel;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



